Vol. 3 No. 1, Juni 2017

Usrob

Jurnal Hukum Keluarga Islam

* Rekonstruksi Terhadap Pemahaman tentang Konsepsi
Islam Tentang Kerja

(Syafran Afriansyah)

e Pandangan Islam terhadap Penentuan
Akhlak Manusia menurut Nash
(M. Aji Isnaini)

e Perdagangan Orang Perspektif Yuridis
(Ulya Kencana)

o Makna Takwa dan Urgensitasnya
dalam Al-qur'an
(Mat Saichon)

» Demokrasi Poligami Perspektif Keadilan dalam
Keluarga
(Zuraidah Azkia)
(Gibtiah)

e Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia
(Syahril Jamil)

« Rekonstruksi Terhadap Pemahaman tentang Konsepsi
Islam Tentang Kerja
(Syafran Afriansyah)

Scanned by CamScanner




Jurnal Usroh

Vol. 3 No. 1, Juni 2017

* Rekonstruksi Terhadap Pemahaman tentang Konsepsi
Islam Tentang Kerja
(Syafran Afriansyah)

* Pandangan Islam terhadap Penentuan
Akhlak Manusia menurut Nash
(M. Aji Isnaini)

e Perdagangan Orang Perspektif Yuridis
(Ulya Kencana)

e Makna Takwa dan Urgensitasnya
dalam Al-qur'an
(Mat Saichon)

e Demokrasi Poligami Perspektif Keadilan dalam
Keluarga
(Zuraidah Azkia)
(Gibtiah)

e Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia
(Syahril Jamil)

» Rekonstruksi Terhadap Pemahaman tentang Konsepsi
Islam Tentang Kerja
(Syafran Afriansyah)

Scanned by CamScanner



Jurnal Usroh
Vol. 3 No. 1, Juni 2017

Daftar Isi

« Rekonstruksi Terhadap Pemahaman tentang Konsepsi
Islam Tentang Kerja
(Syafran Afriansyah) 1-14

e Pandangan Islam terhadap Penentuan
Akhlak Manusia menurut Nash 15 - 22
(M. Aji Isnaini)

e Perdagangan Orang Perspektif Yuridis

(Ulya Kencana) 23 =40

e« Makna Takwa dan Urgensitasnya
dalam Al-qur'an 41 - 54
(Mat Saichon)

« Demokrasi Poligami Perspektif Keadilan dalam

Keluarga 55 - 64
(Zuraidah Azkia)
(Gibtiah)

o Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia 65 - 82

(Syahril Jamil)

Scanned by CamScanner



Jurnal Usroh
Vol. 3 No. 1, Juni 2017

PENANGGUNGIAWAB
Romli SA T
(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden F

REDAKTUR
Holijah

EDITORIAL BOARD:
Cholidi, Duski Ibrahim, [zomic
Marsaid, Muhammad Adil, Romli SA

EDITOR:
Marsaid
Qodariah Barkah
Abdul Hadi
Muhammad Adil
Eti Yusnita
Zuraidah Azkia

DESAIN GRAFIS:
Nafisah

SEKRETARIA
M. Teguh A

Jurnal U

Scanned by CamScanner



PERDAGANGAN ORANG PERSPEK
Ulya Kencana
E-mail: ulyakencana_uin@rade

Abstract: :
The criminal action of woman/girl trade as
against women is a kind of humanity crime. This
listed in the Article 297 of the Criminal Code, |
occurring and becomes a more complex form or c
The cases of woman/girl trade in Palembang
Department of the Provincial Government of

January 2004 amount to 8 (eight) cases, six of wk
by Pengadilan Negeri (The Court of First Instance
One case did not have a sufficient proof and o
form or the objective of woman/girl trade in Pale
victims the prostitutes including domestic and
trade. This writing describes more comprehens
in Palembang. “

Kata Kunci: perdagangan, perempuan, yuridis |

Pendahuluan
Perdagangan perampuan bukanlah
suatu hal yang asing dan baru,
karena berbagai kultur di dunia ini
praktek tersebut terus
berlangsung. Menurut  Hul - dkk
seperti dikutip Nurhayati
menyebutkan bahwa di Jawa, ada
tradisi  “menghadiahi” peremp
kepada raja atau penguasa Uf
dijadikan sebagai seli ;
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prostitusi. Kebanyakan dari mereka
ternyata sudah pernah kawin
(kawin belia) tetapi lalu bercerai
karena perkawinan itu juga akibat
perjodohan.

Tahun 1970-an transformasi
struktural yang luar biasa berkaitan
dengan  perkembangan  dunia
industri  di Indonesia, sehingga
lapangan kerja di sektor itu terbuka
lebar dan banyak menyedot arus
urbanisasi. Tetapi kemudian di
tahun 90-an lapangan kerja primer
merosot dari sebesar 74 persen
penduduk usia kerja menjadi hanya
9 persen saja. Tenaga kerja
perempuan juga banyak terserap,
tetapi lebih ke pekerjaan layanan
jasa dan pekerja rumah tangga.
Dengan demikian memang tampak
ada faktor keinginan mencari
penghasilan yang lebih besar pada
perempuan karena ada diskriminasi
upah  bagi perempuan tidak
menjanjikan imbalan finansial yang
layak. Kondisi tersebut tam
kemudian mendor
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- jumlah buruh migran
dan  anak secara
Perempuan dan_ ar
bermigrasi untuk L
pekerjaan-pekerjaan:
(1) Pramuwisma (pembantu 1

tangga, per
perawat orang
(2) Industri jasa (pe
Jjuru masak,
(3) Buruh pabrik d
(4) Industri hiburan (peks
penyanyi, penari)
Perempuan
direkrut melalui
illegal, dan
sendiri i
perbedaannya &
menunjukkan bahy
resmi maupun
metode perekrut.
yang sama.
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orang yang diperdagangkan, dan
mereka yang berada pada akhir rantai,

yang menerima atau membeli orang

yang diperdagangkan, menahan orang
yang diperdagangkan untuk kerja
paksa dan mendapat keuntungan dari
kerja  tersebut.  Mengkriminalkan
semua bagian kegiatan dalam seluruh
proses perdagangan manusia maupun
untuk menghukum para pedagang.

Menurut Pelapor Khusus PBB ini, unsur
yang paling utama dalam menentukan
apakah suatu proses perpindahan
merupakan kasus perdagangan
perempuan atau tidak adalah ada atau
tidak adanya persetujuan dari pihak
korban. Pada dasarnya perdagangan
manusia merupakan pelanggaran hak
atas kebebasan bergerak selain hak-
hak asasi manusia lainnya. Akibat dari
perdagangan manusia adalah korban
berada dalam lingkungan yang asing,
terisolasi secara budaya, bahasa dan
fisik, dan teringkari identitas hukum
serta aksesnya pada keadilan (Komnas
Perempuan 30 Mei 2002: 3).

Perdagangan perempuan
secara tegas dilarang dan diancam
sanksi pidana dalam pasal 297

KUHP, yang selengkapnya berbunyi |
sebagai berikut: Mem;aemiagakan--

perempuan dan memg
Iakl-lakl yang beluaw
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the recruitment, transportation,
transfer, harboring or receipt of
persons, by means of the threat or
use of force or other form of
coercion, of abduction, of fraud, of
deception, of the abuse of power
or of a position of vulnerability or
of the giving or receiving of
payments or benefits to achieve
the consent of a person having
control over another person, for
the purpose of exploitation.
Exploitation shall include, at a
minimum, the exploitation of the
prostitution of other or other forms
of sexual exploitation, forced labor
or services, slavery or practices
similar to slavery, servitude or the
removal of organs; ("Perdagangan

manusia” adalah perekrutan,
pengiriman, pemindahan,
penampungan atau penerimaan

seseorang, dengan ancaman atau
penggunaan kekerasan atau
bentuk-bentuk lain dari
pemaksaan, penculikan, penipuan,
kebohongan, atau penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan atau

memberi atau menerima
pembayaran atau memperoleh
keuntungan agar dapat

memperoleh  persetujuan  dari
seseorang yang berkuasa atas

orang lain, untuk tujuan
eksploitasi. Eksploitasi termasuk,
paling tidak, eksploitasi untuk

melacurkan orang lain atau bentuk-
bentuk lain dari eksploitasi seksual,
kerja atau pelayanan paksa,
perbudakan atau praktik-praktik
serupa perbudakan, perhambaan
atau pengambilan organ tubuh
(Rosenberg (ed) 1997: 14). The
consent of a victim of trafficking in
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persons to the intended
exploitation set forth in
subparagraph (a) of this article
shall be irrelevant where any of the
means set forth in subparagraph
(a) have been used; (Persetujuan
korban  perdagangan  manusia
terhadap eksploitasi yang dimaksud
yang dikemukakan dalam subalinea
(a) artikel ini tidak akan relevan
jika salah satu dari cara-cara yang
dimuat dalam sub alinea (a)
digunakan (Rosenberg (ed) 1997:
15); The recruitment,
transportation, transfer, harboring,
or receipt of a child for purpose of
exploitation shall be considered
“trafficking in person” even if this
does not involve any of the means
set forth in subparagraph (a) of
this article; (perekrutan,
pengiriman, pemindahan,
penampungan dan penerimaan
seorang anak untuk tujuan
eksploitasi  dipandang  sebagai
"perdagangan manusia” bahkan
Jjika kegiatan ini tidak melibatkan
satupun cara yang dikemukakan
dalam sub alinea (a) pasal ini
(Harkrisnowo 2003: 18).

Dari definisi di atas, dapat
disimpulkan bahwa unsur-unsur
perdagangan adalah:
1.Perbuatan:  merekrut, meng-

angkut, memindahkan, me-
nyembunyikan atau menerima.
2.Sarana (cara) untuk mengendali-
kan korban: ancam-an,
penggunaan paksaan, berbagai
bentuk kekerasan, penculikan,
penipuan, kecurangan, penyalah-
gunaan kekuasaan atau posisi
rentan atau pemberian
/penerimaan pembayaran atau

s
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Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan

Convention on the
Elimination of Al Form of
Discrimination Against Women),
New York, 18 Desember 1979.
Kovensi ini mewajibkan pemerintah
untuk mengambil langkah-langkah

tegas untuk memajukan
persamaan  kaum  perempuan.
Konvensi ini memberikan

pengertian mengenai diskriminasi
terhadap perempuan, penghapus-

an diskriminasi, hak-hak
perempuan dan jaminan atas hak-
hak tersebut.

Perdagangan  perempuan
diuraikan dalam satu pasal yang
secara eksplisit berisikan tindakan
yang perlu dilakukan oleh negara
peserta. Pasal tersebut mewajibkan
negara peserta konvensi untuk
membuat peraturan-peraturan
yang tepat, termasuk pembuatan
undang-undang  untuk  mem-
berantas segala bentuk perdagang-
an perempuan dan eksploitasi
pelacuran. |

Konvensi ini pada tanggal 24
Juli 1984  diimplementasikan
dengan UU No. 7 tahun 198;1?
tentang Pengesahan  Konvensi
mengenai Penghapusan
Diskriminasi terhadap perempuan
dengan reservasi terhadap _Pa__sal.;zs. |
ayat (1) tentang penyelesalan
perselisihan mengenai per |
atau penerapan konvensi
Pasal 1 UU Nomor 7 tahun
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terburuk pekerjaan anak sebagai
hak yang mendesak. Untuk itu
negara anggota wajib menyusun
program - aksi untuk menghapus
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
bagi anak dan mengambil langkah-
langkah agar ketentuan konvensi
ini dapat diterapkan secara efektif,
termasuk  masalah pemberian
sanksi pidana. Negara anggota
Juga wajib memberikan laporan
pelaksanaan konvensi,

Protokol Tambahan dari
Konvensi Hak-hak Anak Dalam
Perdagangan Anak, Prostitusi
Anak dan Pornografi Anak
Optional Protocol to the
Convention on the Reight of the
Child on the Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornographi,
New York, 25 Mei 2000. Protokol
ini mengatur tentang apa yang
menjadi kewajiban negara peserta
untuk melarang perdagangan anak,
prostitusi anak dan pornografi
anak, tindakan percobaan atau
partisipasi dari tindakan tersebut
baik  secara individu  atau
terorganisir  dianggap sebagai
tindak kriminal atau melanggar
hukum pidana dan juga harus
dikenai denda yang sesuai, Negara
peserta harus mengambil tindakan

yang dianggap perlu  untuk

meminta pertanggungjawaban
secara  hukum  dalam bentuk
kriminal, sipil atau administ
atas kejahatan perdagangan aj
prostitusi anak dan some
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kemanusiaan yang ingin dilindungi S

dari kejahatan ini, sanksi (hukum)

pidana berfungsi sebagai pengancam oefl

yang utama (prime threatener).

Daftar Pustaka

“Lokalisasi: Solusi atau
Eksploitasi?”, Suara Merdeka,

tanggal 16 Maret 2002.

Jones. S., Making Money off_
Migrant:  The Indonesian

Exodus to Malaysia, Hongkong
: Asia 2000 Ltd, 2000.

Irwanto, Nugroho, F dan Imelda,

J: Perdagangan Anak

dilndonesia, Jakarta,
Indonesia : ILO, 2001

Hugo, G. Population Mobility and

HIV/AIDS Indonesia, Jakarta,
Indonesia '

Linda Smith (Direktur
War  Against  Traf
Alliance), Protokol PBB
Acuan Perangi "Traffi
Kompas, 8 Maret 20

Wier dan Lap Chew

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



